PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

ERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
P NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

yenimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemenntah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tenlang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2006 periu diubah untuk
disesuaikan,

b. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 lentang I_:’ernbentukan
e Daerah-daerah Kota Keal dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah dan Jawa Barat ,

Lembaran

Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (

: Egjlr? Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3363),

' Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
3. lr.:ndggg Unn;ang ih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(ig o e Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):

mor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
* ::-r;drﬁbngr:r:ﬂ:enga':; Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4286),
5. Undang - ...
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S. Undang-Und
Kedudukan a;gp{ﬂ Dg“ 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Rakyat, Dewanl;;i HT“USYHWBTB‘IBH Rakyat. Dewan Perwakilan
Daerah (Lembarar Kilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
92, Tambahanraf Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
4310), embaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 1 Tah

haraan
Negara (Lembaran un 2004 tentang Perbenda

N , :
Nomor 5, Tambahan €gara Republik Indonesia Tahun 2004

4355); embaran Negara Republik Indonesia Nomor

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

- VoS Pemndang*‘-'"daﬂgaﬂ ( Lembaran Negara RepubliK

lndmef’ia lTahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah
Penggant Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemenntahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4548 ),

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perambangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemenntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) .

10. Peraturan Pemernntah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan
Keprotokolan Mengenai Tata Tempat Upacara dan Tata
Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indnngsla Tahu_n
1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3432);

11. Peraturan Pemernintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Kepa ' h (Lembaran
n ila Daerah dan Wakil Kepala Daera
:Zgi?aga Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);,

emerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

) impt Dewan
Keuangan Pimpinan dan Anggota )
Pmtﬂkde‘f &3[ Dmg:(Lemb-‘aIan Negara Republik Indonesia
$ h kl-zl?;; Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik
anun '

: sebagaimana telah diubah beberapa kali
inCKInCeS Nomm:;:asn)mn Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

etiga Atas Peraturan Pemernintah Nomor 24

Dewan pPerwakilan Rakyat Daerah

ik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
(Lembaran Nﬁf:a f:l::ggrla Republik indonesia Nomor 4712);
Lem

13. Peraturan ...
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eraturan Pemerintah
euangan Daerah " Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
2005 Nomor 14{;Le?bam" Negara Republik Indonesia Tahun
Indonesia Nomor 457g) ambahan Lembaran Negara Republik

- tah Nomor 79 Tah Pedoman
Pemb: ahun 2005 tentang 0
o N Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan

ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambaha P ones '
' n

Nomor 4593). Lembaran Negara Republik Indonesia

15. Peraturan PFESﬂen
Pengundangan da
undangan;

13.P
K

Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
N Penyebariuasan Peraturan Perundang-

16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005
Nomor 2 Sen E No. 2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2006
( Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E No. 1),

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

- PERATURAN DAERAH KOTA  MAGELANG TENTANG

- PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDL:DUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005

entang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan daf;’ ::SEQ;;SS?E;H;
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Naerah Kota Magelang Ta

28eri E No. 2), yang telah beberapa kali diubah dengan:

3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan

Nomor 1 Tahun 2005 tertang
A erah Kota Magelang ;
Kgsmzfgﬁ?okglaer dan Keuangan Pimpman dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2005 Nomor 22 Sen
ENo. 17)
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ran Daerah Kota Magela
b Eﬁﬁﬁ: Atas Peraluran Daerah rl(?}lgnmm 10 Tahun 2006 tentang Perubahan

, Ketef'“’_al;‘eniamf"?' 1 angka 19a dan angka 19b diubah sehingga berbunyi
~ gebagal Ut |

{9a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang dibernkan kepada
Pimpinan dan_ Ar_iggqta DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong
peningkatan kinena Pimpinan dan Anggota DPRD.

1gb. Belanja Eenunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan
bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional
yang berkaitan dengan representasi pelayanan dan kebutuhan lain guna
melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

) Ketentuan Pasal 10 A ayat (2) dihapus sehingga Pasal 10 A berbunyi sebagai
berkut:
Pasal 10 A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD diberikan penenmaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensit.

3 Ketentuan Pasal 14 A diubah sehingga berbunyi sebagai benkut :

Pasal 14 A

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A
dibenkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah.
(2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin atas
3 (tiga ) kelompok, yaitu :

daerah tinggt sebagaimana dimaksud pada ayat
s ntensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

representast Ketua DPRD.

| dimaksud pada

“ n daerah sedan_g sebagalmr-_ua
e oo, ot 23 e g
DPRD diberikan paﬁng banyak 2 (dua ) wali uang representasi :
(5) Calam ...

3) Dalam hal kemampuan keuang ey
(2) huruf a, Tunjangan Komunixast
diberikan paling banyak 3 (g2 ) kah uang
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) Dalam hal kemampuan "‘E'lﬂngan
\* 2) huruf ¢, Tun;
Hyﬂt ( ' }Elng.an Kﬂmuﬂlkasi |

dgibenkan paling banyak 1 ( saty ) gy, tensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

" Uang representas: Ketua DPRD
§) Penetapan kelompok kemampyg
[ ayat (2). datur oleh Walikotay 1 keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada

i Ketentuan Pasal 14 B dan Pasal 14 i dihapus

5P3-‘=3' 14 D'cuvan jadi Pasal 14 B sehingga berbunyi sebagai berikut -

Pasal 14 B

runjangan Komunikasi Intensif sebagaimana d |
echitung mulai tanggal 1 Januari 2007 imaksud dalam Pasal 14 A dibayarkan

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas hasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD. P

(2) Pajak F:"enghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penenmaan lain
sebagglrnana dimaksud dalam Pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan

1. Dantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 5 (lima) Pasal baru, yakni Pasal 24 A, Pasal
24 B, Pasal 24 C, Pasal 24 D, dan Pasal 24 E sehingga berbunyi sebagai berikut -

Pasal 24 A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepada
pmpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 A ayat (2).

Pasal 24 B

(1) Dalam hal kemampuan keuangan daerah tinggi, Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A disediakan paling banyak 6
(enam) kali uang representas: Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kah jumlah uang
"epresentasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

(2) Dalam hal k daecah sedang, Belanja Penunjang Operasional
emam n keuangan o :

P*mpinan sebagaima dimaksud dalam Pasal 24 A disediakan paling banyak 4
(empat) kali uang representast Ketua DPRD ditambah 2% (dua seperdua) kali
lumlah yang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Dalam xeuangan daerah rendah, Belanja Penunjang Operasional
P"ﬂpin.;?l kemaﬂ:r"‘:nr; dim;gj,d dalam Pasal 24 A disediakan paling banyak 2
(dua) kal uang representas: Ketua DPRD ditambah 1% (satu seperdua) kal yjurnlah

Uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

(3)

(4) Penetapan .
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n penetapan kelompok kemampuan ke,

| 14 A ayat (2) untuk Belan; Ngan daerah sebagaimana dimaksud pada
Waalss‘ﬂta- M2 Operasional Pimpinan DPRD diatur oleh
Pasal 24 C

nja Penunjang  Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
;ndi disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007

Pasal 24 D

penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
galam Pasal 24 A berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan
memperhaikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka kelancaran pelaksanaan

wgas efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan
DPRD sehan-han dan tdak untuk keperiuan pnbadi.

Pasal24 E

(1) Sekretans DPRD menyusun anggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
DPRD secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A

(2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipergunakan untuk :

a. representasi, antara lan menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan
yang ada di masyarakat melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan
DPRD kepada seluruh Anggota DPRD,

b. pelayanan, antara lain untuk petayanan keamanan dan transportasi,

! 1 kut kenegaraan, upacara

 kebutuhan lain, antara lam untuk mengikuh upacara cara
’ ingatan han jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi
ﬁ konsiltasi kepala Kepala Daeah, Musyawarah Pimpinan Daerah dan tokoh-
tokoh masyarakat menjadi juru bicara DPRD dan pembenan bantuan kepada

masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

_ disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayal (3a) dan
8. Dianta t (3) dan ayat (4) Pasal 25 + AL L
o ranaga ( )25 ayat (4) diubah., sehingga Pasal 25 berbunyi sebagail benkut :

Pasal 25

_ pimpinan dan Anggota DPRD yang terdin atas
(1) Sekretans DPRD nmyusun be,hnlﬁ mpg:gggan PPh Pasal 21 dan tunangan
penghasilan, maan lam, ng kegiatan DPRD yang diformulasikan ke

kesejahteraan serta beianj penunias.gman Keria Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Sekretariat DPRD.

o DPRD se !
. mﬁo:m:;T 2?" Pasal%n basal 23 dianggarkan dalam Pos DPRD.
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| n Keseahteraan Pimpin _
(3 ;::;}:-. Pasal 16, Pasal 17, Pasg| 13 d;na" Anggota DPRD sebagaimana dimaksud

' : Pasal .
pPRD sebagaimana d““_akSl.l':l dalam p 21 serta Belanja Penunjang Kegiatan

\gelanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD ‘ dimaksud dalam

sekretans DPRD mengelola belanja DPR turan
(4) I . s J D sesuai dengan ketentuan pera
peru gan di bidang pengelolaan keuangan negara.

Pasal |l

peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

pgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 9 Juli 2007

WALIKOTA MAGELANG

(A

Pr—H FAHRIYANTO}LI

Eﬂ&“RAN DAERAH KOTA MAGELANG

YN 2007 NOMOR 6
S £ o
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TENTANG

PENJELASAN UMUM
I

Dengan ditelapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tzahun 2007 tentang

sntang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. maka Pemenntah Daerah Kota Magelang perlu segera melakukan
peruhﬂhﬂn Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005 tentang
vedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
raerah. Perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinena Dewan

perwakilan Rakyat Daerah dan menciptakan kondisi sosial ekonomi Negara yang baik
dan seimbang.

Selain penerimaan penghasilan yang selama ini ditenma oleh Pimpinan dan
anggota DPRD, dalam Peraturan Daerah ini menetapkan pembenan Tunjangan
Komunikasi Intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dar.*l
menjaring aspirast masyarakat  Khusus kepada pimpiiTan DPRD, secara kﬂh'ekhf
dsediakan Belanja Penunjang Operasicnal Pimpinan sebap bulan guna menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD.

Pembernian Tun@angan Komunikasi Intensif baqgi Pimpinjan dan Angfota BPF:?.I
serta Belanja Penuniang Operasional Pimpinan D?RD memperhmba:g!‘-czn H:a;?:l "
keuangan daerah yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelor:pok_ Sf:a;: ﬁi o G
remampuan keuangan daerah tingg, Sed_»ang dan renda -mpertimbangkan -
Belanja  Penunjang Operasional Pimpinan DPRD me
esetaraan.
kesetaraan antara Walikota/Wakil

asing-masing memperoleh dana Operasional.
YBB?;B:}E, Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

DPRD dengan memperhatikan asas manfaat
na';elamﬂmn pelaksanaan tugas pimpinan DPRD

Prinsip kesetaraan dicenminkan dan adanya

Walikota dengan Pimpinan DPRD

Sﬁéﬂan dengan itu pe-nggUﬂHan |

Udasarkan atas pertimbangan pimp

%n efisiensi dalam rangka mendukung T
**han-hari dan tidak untuk keperiuan pribadi

. Il. PENJELASAN...
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V

I
pasal !
Angka |
Angka 2 Pasal 10 A
Angka 3
Pasal 14 A
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
Pasal 14 B
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7 Pasal 24 A
Ayat (1)
Ayat (2)
Pasal 24 B
Pasal 24 C
Pasal 24 D
Pasal 24 E
Ayat (1)
AyatT (2)
Angka 8 Pasal 25
~ Ayat (1)

PENJELASAN PASAL DEMp) PASAL

- Cukup jetas
- Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas
Cukup jelas.
Cukup jelas
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Yanqg dimaksud dengan ‘disediakan™ adalah
penyediaan anggaran dalam Pos Sekretanat
DPRD yang hanya dapat digunakan apabila
diperukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
Pimpinan DPRD sehan-han dan tdak untuk

keperiuan pribadi.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup felas.
Cukup jelas.

.~ Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan

Anggaran Satuan Kena Perangkat Daerah ( RKA-
GKPD ) adalah dokumen perencanaan dan

penganggaran yang bensi program dan kegiatan
SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk

melaksanakannya.
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Ayat (2)
Ayat (3)

Cukup jetas.

Yﬂng_d:m;(m dengan “diuraikan ke dalam jenis
belanja” adalah sebagai berikut

3 Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan
belanja Gaji dan tunjangan PNS Seckretanat
FJF'RD Sesuai dengan pangkat / golongan dan
jabatan  serta penghasilan lainnya Yyang

ditetapkan  sesuai  dengan  ketentuan
Perundang-undangan.

b.  Belanja barang dan jasa yaitu untuk pembelian
Ipengadaan barang yang masa manfaatnya
paling lama 12 ( dua belas ) bulan dan
pemakaian jasa dalam  melaksanakan
kegiatan pemerintahan, mencakup barang
pakai habis, bahan / material, jasa kantor,
pembayaran premi asuransi kesehatan dan
general check up, makanan dan minuman,

pakaian dinas dan atributnya serta peralanan
dinas.

Belanja  peralanan dinas vyaitu belanja
perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD
dalam rangka melaksanakan tugasnya atas

nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik
di dalam daerah mapun ke luar daerah yang
besamya  disesuaikkan dengan  standar
perjalanan dinas Pegawai Negen Sipil Tingkat
A yang ditetapkan oleh Walikota.

c. Belanja modal merupakan pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pembeliarn/pengadaan
atau pembangunan sarana dan prasarana
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai
masa manfaat lebith dan 12 (dua belas) bulan,
seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan dan aset tetap lainnya.

Pasa] ) - Cukup jelas.
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